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LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

a. bahwa denaan telah ditetapkan Keputusan Menteri

Calam Neageri Nomor 119 Tahun 1998 tentanda Ruang
lingkup dan Jenis~jenis Retribusi Daerah
Tinakat I dan Daerah Tinakat II. maka Retribusi
Tzin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan Jjenis
Retribusi Daerah Tinakat Jilie

b. bahwa untuk memunaut Retribusi sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur denaan
Peraturan Daerah:

1. Undanag-undang Nomotr 7 Tahun 1945 tentana

pambentukan Dasrah Tinakat II aasrolanaun Banako
dan Daerah Tingkat II Tanjuna Jabung (Lembaran
Neagara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50).

dengan menaubah Undanag-undana Nomor 12 Tahun 1956

tentana Pembentukan Daerah 0Otonom Kabupaten di
Propinsi Sumatera Tenaah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 195& Nomor 2573 :

Undana-undand Nomor 5 Tahun 1960 tentana
peraturan Dasar pakok-pokok Aararia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomar 104.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2045

Z . Undana-undand Nomor 8 Tahun 1981 tentana Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik ITndonesia
Tahun 1981 Nomor 76 . Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209):

4. Undang=-undand Nomor 24 Tahun 1992 tentana

penataan Ruang ( Lembaran Neaara Rapublik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 41. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3501):

5. UNdand ...« wewssnnn
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14.

Undana-undana Nomor 18 Tahun 1997 tentana Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Neaara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan
Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 3685):.

Undana-undana Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran
Neaara Republik Indonesia Nomor 3839):

Undang-undana Nomor 25 Tahun 1999 tentana
Perimbangan Keuanaan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848):

Undanga~undand Nomorr 43 Tahun 1999 tentana
Perubahan atas Undana-undana Nomor 8 "Tahun 1974
Tentanag Pokok-pokok Kepeaawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):

Undang-undana Nomor 54 Tahun 1999 tentana
pembentukan Xabupaten Sarolangun. Kabupaten Tebo.
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabunga Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 3903): ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentand
pelaksanaan Undana-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentana Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 1981 Nomor & . Tambahan
Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomar 3258)::

peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Neqgara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran
Neaara Republik Indonesia Nomaor 3692)

Keputusan Rresiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 Tantang Tehnik Penvusunan Peraturan
Parundana~undanagan. Bentuk Rancangan Undang-

undanda. - Rancangan Peraturan Ppaemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (l.embaran Negara

Republik Tndonesia Tahun 19929 Nomor 70:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1986 tentana KXetentuan Umum Mendenai Penvidik
Peaawai Negeri Sipil di Linakunagan = Pemerintah
Dagrah jo Keputusan Menteri Dalam Neaerl Nomor 4
Tahun 1997 tentana Penvidik Peaawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah: ;

Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 174 Tahun
1997 tentana Pedoman Tata Cara pemunautan
Retribusi Dasrah:

14. Keputusan ...........
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Menetapkan

14.

15.

16.

Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 175 Tahﬁn
1997 tentanag Tata Cara Pemeriksaan Dibidana
Retribusi Daerah:’ :

Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentana Ruang Linakup dan Jenis-ienis
Retribusi Daerah Tinakat I dan Daerah Tinakat II:

Keputusaan Menteri Dalam Neasri Nomor 147 Tahbn
1998 tentana Komponen Tarif Retribusi..

Denaan Persetuiuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten ini. vang dimaksud

denaan ;

a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Meranain.

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Meranain.

d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan
Kabupaten Merandailn.

a. Dinas Perhutanan dan Kanservasi Tanah adalah
Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten
Masranain. :

f. Kas adalah Kas Kabupaten Merangain.

a. Pejabat adalah Pecawai vang beri tugas tertentu
dibidana Retribusi Daerah sesual dengan Paeraturan
Perundang-undanaan vand barlaku.

h. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha vana

meliputil Parseraan Terbatas. Parsaroan
komanditer. perseroan lainnva. Badan Usaha Milik
Neagara atau Daerah denagan nama dan bentuk apapun.
Persekutuan. Perkumpulan. Firma, Konasi.
koperasi. Yavasan atau Oraanisasi vana seienis.
lembaaga. dana pensiun. bentuk usaha tetap serta
bantuk badan usaha lainnva.

3. Retribusi . cu-:-- -
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Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi
atas keaiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
ranaka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan vana dimaksudkan untuk pembinaan.
penaaturan. pendendalian dan pengawasan atas
keaiatan pemanfaatan ruang. bpenaaunaan sumber
daya alam. barana. prasarana. atau fasilitas
tertentu auna melindunai kepentianaan umum dan
meniaga kelestarian linakungan: - :

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah vang
selanjutnvya dapat disebut Retribusi adalah
pembavaran atas pemberian izin peruntukan
pendgunaan tanah kepada orang pribadi-atau badan
vana akan menaaunakan tanah seluas 5000 meter
atau lebih sesuai dengan rencana tata ruandg
Daerah:

Izin Peruntukan Pengaunaan Tanah adalah izin
Varda diberikan oleh Pemerintah Dasrah kepada
orana pribadi atau badan untuk menagunakan tanah
seluas 5000 meter atau lebih vana dimaksudkan
aqgar penggunaan tanah sesual denaan Rencana Tata
Ruang Wilavah (RTRW). Rencana Detail “Tata Ruang
Kawasan -(RDTR). Rencana Umum Tata Ruana Kota/
kabupaten (RUTRK). Rencana detail tata Ruana Kota
(RDTRK). Rencana Teknik Ruana Kota (RTRK) atau
Site Plan:

Wajib Retribusi adalah orana pribadi atau badan
vang menurut peraturan perundang~undanaan
retribusi diwaijibkan untuk melakukan pembavaran
retribusi: ;

Masa Retribusi adalah suatu janaka waktu tertentu
vana merupakan batas waktu bagl Waiib Retribusi
untuk memanfaatkan 1izin paruntukan penaaunaan

tanah:

surat Pendaftaran Obvek Retribusi Daerah. vana
selanijutnya dapat disingkat SPJORD adalah surat
vana diaunakan oleh Waiib Retribusi untuk
melaporkan data obiek retribusi dan Waijib
Retribusi sebagal dasar penahitungan dan
pembavaran retribusi vana terutana menurut
paraturan perundana-undangan retribusi_Daarah:

surat Ketetapan Retribusi Daerah vana selanjutnva
disinakat SKRD adalah Surat Keputusan vang
menentukan besarnva jumlah retribusi vana
taerhutana:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurana Bavar
Tambahan. wvana =selanjutnva disinakat SKRDKBT.
adalah Surat Keputusan vang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi vana telah ditetapkan:
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a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar.
vana selaniutnya = disingkat SKRDLB. adalah Surat
Keputusan vang Jjumlah tambahan pembavaran
retribusi karena Jjumlah kredit retribusi 1lebih
besar dari pada retribusi vanag terutana atau
tidak ssharusnva terutanqg:

r. Syrat Tagihan Retribusi Daerah. vana salanjutnva
dapat disinakat SKRD. adalah surat untuk
melakukan taaihan retribusi dan atau sanksi
sdministrasi barupa bunaa dan atau denda:

surat Ketetapan Xeberatan adalah Keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain wvang
dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLEB vangd diajukan
oleh Wajib Retribusi:

A

t. Pemeriksaan adalah Sseranakaian keaiatan untuk
mencari. menaumpulkan. dan mengolah data dan atau
keteranaan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewaiiban Retribusi Daerah
berdasarkan peraturan dan perundang=undangan
Retribusi Daerah: Lk

u. Penvidikan Tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah adalah serangkaian tindakah vana di
lakukan oleh Penvidik Pegawal Neari Sipil vang
s@lanjutnva di sebut Penvidik, untuk mencari
serta managumpulkan buktl vana denaan: bukti itu
membuat terana tindak pidana di bidang Retribusi
Dasrah vana terjadi serta menesmukan tersanagkanva.

BAB II
NAaMAa. OBJEK DAN: SUBJEK RETRIBUSI

Rasal 2
Dendan nama Retribusi TIzin Peruntukan Pengaunaan
Tanah dipunaut retribusi sebagai pembavaran atas
pemberian izin peruntukan penagunaan tanah seluas
5000 (lima ribu) meter perseagi atau lebih s@esual
denagan rencana tata ruandg Daerah:

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pemberian izin ‘peruntukan
pengdunaan tanah seluas 5000 (lima ribu) meter
perseqal atau lebih. :

Pasal 4

subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
vana memperoleh izin psruntukan psngaunaan tanah.

BAB TITIT ovevnnn.. A )
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BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan Pengaunaan Tanah diaolona-
kan sebagal Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tinakat Penagaunaan Jasa diukur berdasarkan luas
tanah vana dimanfaatkan dan peruntukan -tanah vanga
direncanakan oleh psngauna jasa.

(1)

(1)

(

¥

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penstapan struktur dan
besarnva tarif retribusi didasarkan atas tujuan
untuk menutup sebaaian atau sama dengan biava
penvelenggaraan pemberian izin peruntukan
penagunaan tanah:

Biava sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
hiava survey lapapgan. bpenaukuran dan pematokan
dan biava transportasi dalam rangka  pengawasan
dan pengendalian:

BAB VI
STRUXTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur tarif digoionogkan berdasarkan luas dan
rencana peruntukan tanah:

Besarnva tarif Retribusi ditetapkan sebagail
berikut
a. Industri dan Pelabuhan .......ccvu. Rp. S0/M2
B. PAFPIWISALA oo o o om o maie & & a0 o s Ro. 25/M2
c. Industri Rumah Tanaga ............. Rp. 30/M
d. Xompleks Perumahan. Rumah Sederhana -
dan Pumah Sangat Sederhana ....... “Rp. 25/M=
@, Real Esball ..iceeweemesisussismsss “Rp. 20/M
f. Jenis~ienis Usaha Komersial ...... " Rp. 40/M?

Q. KBMASAN « v v e v wwwm e



)

L1

"t

PJ
—rt

~d

= 0lahrags .« .vwww-- e Ro . 25 M“
i akit Swasta .. .. ... o Rp. 50 /M“‘
1. Per*anian/P@r

Petarnakan/Perikanan dan

-0 S.OOO/HafTath
1 40,000/ Ha /Tahun.
5 SO_OGO/HR/T“hUH
D 20.000/Ha/Tahun.

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

=

na r\q [B 191

dan Nilai

BAB VIII

LOKAST PEMUNGUTAN

Paszl 10

tmrutﬁmq ‘dipunaut di Kebupaten tempat
4an penagunaan tanah dibsrikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Ratribu:i adalah Janaka waktu vang lamanva 12
(dus be2las) bulan

N ey i e P P T ol o3 = S
rutananve retribusi

b

Hitkannya SKRD atau dokumen

~

o
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BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Waiib Retribusi waiib menaisi SPJORD:

(2) SPJORD ssbagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal

ini harus diisi dengan jelas. bensr dan lenakap
serta ditandatanqani oleh Waijiib Retribusi atau
kussanya:

{(3) Bentuk. isi. serta tata cara vpengisian dan

penvampaian SPJORD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 13 avat (1) retribusi tarutang dengan
menerbitkan SKRD atauy dokumen lain vang
dipersamakan:

(2) aApabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan
data baru dan atau data vyanag semula belum
terunakap vang menvebabkan penambahan jumlah
retribusi terutang bartambah., maka dikeluarkan
SKRDKBT -

(3) Bentuk. isi. serta tata cara penerbitan SKRD atau

dokumen " lain vang dipersamakan sebagaimana
dimakgud cada avat (1) pasal ini dan SKRDKBT
sebagaimana dimakszsud pada avat (2):ipasal ini
ditetapkan denaan Xeputusan Bupati.
BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1)  Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan:

(2) Retribusi dipunaut dengan  menggunakan SKXRD atau

dokumen lain vang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XITI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membavar tepat pada
waktunva atau kurang membavar. dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

sstiap bulan dari retribusi vana terutang atau
kurang dibavar dan ditagih danaan menaaunakan STRD.



(1)
(2)

(1)

(2}

(1)

(2)

(33
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BAB X1V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17
Retribusi vanga terutana harus dilunasi: sekaligus:

Retribusi vana terutana dilunasi salambat-
lambatnya 15 lima belas) hari s@jak
diterbitkannya SKRD atau dokumen ‘lain vang
dipersamakan. SKRDKBT dan STRD: !

Tata cara pembavaran. penvetoran., tempat
pambavaran retribusi diatur dsngan: Keputusan
Bupati. :

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

Retribusi wvana terutana berdasarkan SKRD ata

dokumen lain vana dipersamakan. SKRDKBT., STRD.
dan Surat Keputusan Keberatan vang menvebabkan
jumlah retribusi vana harus dibavar _bertambah.
vang tidak atau kurang dibavar oleh Waiib
Retribusi dapat ditaaih melalul Badan Urusan
piuvtana dan Lelana Neaara ( BUPLN ):

Penagihan retribusi melalul BUPLN dilaksanakan
bordasarkan peraturan perundana-undangan vang
bharlaku. '

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 19

Waiib Retribusi tertentu dapat . mengaiukan
kebaratan hanva kepada Bupati atau pajabat vang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB:

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertail alasan—-alasan vangd
jelas: 3
Dalam hal Waiib Retri
atas ketetapan retribus
dapat membuktikan e
ratribusi tersebut:

-

busi menaajukan keberatan
=i. Wajib Retribusi harus

=

Keberatan harus diajukan dalam Janaka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak tangaal SKRD
diterbitkan. kecuali apabila Waiib K Retribusi
tertentu dapat mengaiuvkan bahwa janaka waktu itu
tidak dapat dipenuhl karena keadaan di luar
kekuasaannya: :

(5) Keberatah ....... ]



e

(5)

(&)

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(5)

v lo w

Keberatan vang - tidak memanuhi persvaratan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan (3) tidak
dianagap sebagai surat keberatan., sehingga tidak
dipertimbanakan:

Pengajuan kebaratan tidak menunda kewaiiban
membavar retribusi dan pelaksanaan penaaihan
retribusi.

RPasal 20

Bupati dalam Jjanaka waktu palina lama & (enam)
bulan sejak tangagal surat keberatan
diterima. harus memberi keputusan atas keberatan
vang diajukan. 2

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sabagian. menolak atau
menambah besarnva Retribusi vang terutanag:

Apabila janagka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi
suatu keputusan. keberatan vana diajukan tersebut
dianagaap dikabulkan. -

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21
atas kelebihan pembavaran retribusi. Waiib
Retribusi dapat menadaijukan permohonan

penaembalian kepada Bupati:

Bupati dalam Jjanaka waktu palina lama é (enam)
bulan sejak diterimanva permohonan kelebihan
pembavaran Retribusi sebagaimana dimaksud avat
(1) harus memberikan Keputusan:

apabila Janagka waktu sebagaimana dimaksud avat
(?) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu Keputusan, permohonan
pengembalian pembavaran Retribusi. diangaap
dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam Jjanaka
waktu palinag lama 1 (satu) bulan:

Apabila Wajib Retribusi mempunvai utang Retribusi
lainnva. kelaebihan pembavaran Retribusi
sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini langsung
diperhitunakan untuk melunasi terlebih dahulu
hutang Retribusi tersebut: :

Pengembalian kelebihan pembavaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
dilakukan dalam janaka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB:

(&) Apablla .. cul s e e o nea



(&)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

wll...

Apabila - penaaembalian kelebihan  pembavaran
Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan. Bupati memberikan imbalan bunga- sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembavaran kelebihan pembavaran Retribusi.

RPasal 22

Permohonan pengembalian k@lebihan 7oambavaran
retribusi diaiukan secara tertulis kepada Bupati
denaan sekurang-kurangnva mwnvebutkan :

3. Nama dan alamat Waijib Retribusi :

b. Masa retribus
C. Besarnva kolebihan pembavaran:
d. Alasan vang sinakat dan jelas:

Paermchonan renasmbsaliai kalebihan pembavaran
retribusi disampa AN Secara langasung atau
melalul pos tercatst:

Bukti penerimazan oleh Pejabat Daerah atau bukti
penairiman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupatbi. i

Penaembalian kels bihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat rintah Membavar Kelebihan
Retrbusi:

Apabila kelabihan pembavaran - Retribusi
diperhitungkan dengan utana retribusi lainnva,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 avat (4)
pembavaran dilakukan dengan cara memindahbukukan
dan bukti pemindahbukukan juaa barlaku sebagai
bukti pembavaran

BAB XVIIIX

PENGURANGAN. KERINGANAN DAN ;
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bumati dapat membarikan pangurangan.. keringanan
dan pembebasan retribusi:

Pemberian pengurangan., kerincanarn dan pembebasan

sebacaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
dengan memperhat kemamopouan Waiib . - Retribusi,

antara lain untuk mengangsuyr:

Tata cara penaurangan. keringanan dan: pembebasian
retribusi ditetapkan derngan keputusan Bupati.

BAB XIX ....... R



(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25

Hak untuk melakukan penaagihan - Retribusi.
kadaluwarsa setelah melampaul Jjanaka waktu 3
(tiga) tahun terhitung seijak saat terutananva
Retribusi., kecuali apabila wajib  retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi:

Kadaluwarsa penaaihan Retribusi sebagaimana
dimaksud avat (1) Pasal ini tertanogguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran: atau ;
b. Ada penogakuan utang Reribusi dari Waijib
Retribusi baik lanasuna maupun tidak lanasuna.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
Waiib Retribusi vang tidak melaksanakan
kewaiibannva sehinaga meruaikan Keuanaan Daerah
diancam pidana kurunagan palinag lama 3 (tiaa)
bulan atau denda: paling banvak Rp. 2.500.000,-

Jumlah Retribusi vang terutang:

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud avat (1) pasal
ini adalah Pelangaaran. ;

BAB XXI
PENYIDIKAN
RPasal 27
Pejabat Pegawail Negari 3ipil tertentu
dilingkunaan Pemerintah Daerah dibari_ WewWenang
khusus sabagai penvidik untuk melakukan

penyvidikan tindak pidana di bidana . Perpaiakan
Dasrah atau Retribusi sebacgaimana dimaksud dalam
Undana~Undana Nomor 8 Tahun 1981 tantana Hukum
Acara RPidana:

Wewenand Panyidik sgbagaimana dimaksud pada
avat (1) Pasal ini adalah

a. Menerima. mencari. mengumpulkan dan meneliti
keteranaan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidana Retribusi Daerah agar
keteranaan atau laporan tersebut menijadi lebih
lengkap dan Jjelas: £

b, Menelitil: .l «iee s s = 5
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(z)

Hal~hal yana bslum dis
sepaniana menaenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut
denagan Keputusan Bupatil.

b. Meneliti. mencari dan mcnqumoq1KAﬁ ketarandan
mengenai orana pribadi atau badan tentana
kebenaran perbuatan vang dilakukan” sehubungan

dencgan tindak pidana Retribusi Dasrah:

c. Meminta ketsranqan dan bahan bukti: dari orang
pribadi atau badan shubungan dengan tindak
pidana dibidang PPt\iubml Dasrah:

d. Memeriksa buku-buku. catatan~catatan dan
dokumen-dokumen lain barkenaan dengan tindak

nidana di bidang Retribusi Dasrah:

@. Melakukar o ) untuk  mendapathkan
bahwa bukti p&mbukuan. puucatataﬁ dan dokumen-
dokuman lain serta melakukan penvitaan
tarhadap bahan bukti terssbut: :

it Mnminta bantuan tenags ahli dalam ranaka
slaksanaan tuaas Penvidikan Tindak Pidana di
bldanq Retribusi Daarah:

a. Manvuruh berhenti dan atau malarﬂng SESEOrand
meninaaalkan ruanaan atau tempat’ pada saat
pemeriksaan sadana berlanagsung dan memeriksa
indentitas or
sgbagaimana dim

ang dan atau dokumen vana dibawa
aksud pada huruf e Pasal ini:

h. Memo
ti HT ¢

G of

(R aseoi J’WQ YaE MG be rka’i tan dengan
01as i

3
k

a

i. Memanaail orang untuk didenaar k'terunq nnya
dan diperiksa sebagail tersancka atau saksi:

9. Masnghentikan penvidikan:

k. Melakukan tindakan lain vana bperlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi maenurut hukum vang dapat
dipertanaguna Jjawabkan.

dimaksud pada  avat (1)

Penyidik
Pasa 1 i
dan penvampaian
Unum. sasual
Undana-Undang
gcara Pidana.

ahukan %imulainva panyidikan
i 7 kan kepada Penuntut
i vana diatur dalam
1981 tentang Hukum

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29 . .5 o e ca v ants
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Pasal 29

Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanagal
diundanakan. ‘

Agar setiap orang dapat mengetahuinva. memsrintahkan
Papnaundangan Peraturan Daerah ind dengan

menempatkannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten
Merangin.

Disahkan di Banako
RPada tangaal 28 Maret 2000.
BUPATI MERANGIN
ttd
H. ROTANI YUTAKA. SH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Nomor. 12

Tahun 2000 tanggal..l10 Juni 2000
Seri .B. Nomor.08

SEKRETARIS DAERAH
ttd
DRS. H.M AZIZ YUSUF.

PEMBINA TK. NIP 010055981
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten
Merangin tentang Retribusi Izin Peruntukan Pengaunaan Tanah.
Penvusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut
dari pelaksanaan Undang~undana Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1997 tentana Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan
Jenis~jenis Retribusi Daerah Tinakat I dan Tinagkat II. dimana
Retribusi Peruntukan Penagunaan Tanah termasuk dalam Jjenis
retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 avat. (2) huruf c Undana-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentand
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 4 avat (2) huruf a
Paeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daarah dan Pasal 7 huruf ¢ angka 1 Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentana Ruang Lingkup dan Jenis-
jenis Retribusi Daerah Tinakat I dan Daerah Tinakat. II.

Penetapan Peraturan Daesrah ini agar dapat menjamin
terlaksananva usaha Pemerintah dalam meninakatkan Pendapatan
asli Daerah (PAD). sehingga denaan kemampuan keuangan vang
semakin meningkat akan memeberi manfaat besar bagli pembiavaan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Dasrah
vang memiliki peran penting didalam pembiavaan pembanaunan
dasrah adalah melalui pungutan atas Retribusi Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah sehingga diharapkan akan meningkatkan
efektivitas dan =fesiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan
mutu dan jenis pelavanan kepada Masvarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.
Pasal 2 Cukup Jelas.
Pasal 3 Cukup Jalas.
Pasal 4 Cukup Jelas.
Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal & ..\ ennan
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Pasal
Pasal
RPasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
_Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
RPasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

~ O

S0 W

11
12
13
14
i5
16
17
18
19
20
21

Y
22

23
24

Lo
£

26
5
28
29
20

Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup

Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jaelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jaelas.
Jelas.
Jelas.
Jalas.
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